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ABSTRAK 

Kewenangan likuidator untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit 

atas nama perseroan terbatas yang sedang dalam likuidasi sejatinya tidak diatur 

secara tegas dalam UU K-PKPU, sehingga menimbulkan konflik norma dengan UU 

PT dan ketidakpastian hukum bagi para kreditor. Oleh karena itu, penulisan hukum 

ini berfokus menganalisis keabsahan permohonan pailit oleh likuidator pada 

perseroan terbatas berstatus dalam likuidasi, dengan studi kasus Putusan Pengadilan 

Niaga Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024. Penelitian ini menggunakan jenis 

pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. 

Adapun metode yang digunakan untuk meneliti bersumber pada data sekunder 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian, likuidator memiliki legal standing yang sah karena 

kedudukannya sebagai organ perseroan yang menggantikan seluruh fungsi direksi 

secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 142 ayat (6) UU PT, sehingga 

permohonan yang diajukan merupakan voluntary petition debitor dalam pengertian 

Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, dan bahkan bersifat imperatif berdasarkan Pasal 149 

ayat (2) UU PT apabila utang perseroan melebihi kekayaannya. Dengan demikian, 

Penulis sependapat dengan putusan yang mengabulkan permohonan tersebut dan 

menegaskan bahwa kepailitan dan likuidasi merupakan dua instrumen yang saling 

melengkapi dalam memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh kreditor. 

[Kata kunci: Likuidator, Kepailitan, Perseroan Terbatas dalam Likuidasi] 

  


